
Fasilitasi Pembentukan Peraturan Bupati
No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar/telaahan/penjelasan dari Perangkat Daerah yang ditandatangani oleh Kepala OPD

2. Berita acara hasil rapat dalam penyusunan rancangan Perbup didukung dengan tim penyusun

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Rancangan Peraturan Bupati disusun oleh Perangkat Daerah atau tim penyusun

2. Bagian Hukum memfasilitasi pembahasan rancangan Peraturan Bupati oleh tim legislasi serta 

melakukan pembulatan konsep

3. Paraf koordinasi dan penandatanganan rancangan Peraturan Bupati

Waktu Penyelesaian

Bagian Hukum

Jl. Raya Tuapejat 25392 

Pemerintah Kab. Kepulauan Mentawai / Bagian Hukum
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6 Hari kerja

Proses penyelesaian mulai dari pembahasan tim legislasi sampai pembulatan konsep oleh Bagian Hukum

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. FASILITASI PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Pengaduan Layanan

Pengaduan bisa melalui kotak saran pada www.jdih.mentawaikab.go.id

Bagian Hukum

Jl. Raya Tuapejat 25392 
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